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PUTUSAN
Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara
cerai gugat, pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah

menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara :

Maria Zulmak Nulia alias Maria Maknolia binti Junaidi, umur 23 tahun, agama
Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SMK, pekerjaan kasir rumah
makan, tempat tinggal di Jalan Pusaka, Pasar Xlil, Dusun IX, Desa
Tembung, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang,
selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan.

Taufiq Kodrat bin Mhd. Zamil, umur 30 tahun, agama Islam, warganegara
Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan
Jamin Ginting, Lingkungan Ill, Gang Pancasila, No. 04 (dekat SPBU
Rambung), Kelurahan Rambungdalam, Kecamatan Binjai Selatan, Kota
Binjai, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara Penggugat..

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan .

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat

di persidangan.
DUDUK PERKARA

Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat,
sebagaimana tersebut dalam surat tertanggal 25 Januari 2016 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam, tanggal 25 Januari 2016 dengan
Register Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Lpk., yang mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:
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1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal
12-2-2011 di hadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Labuhandeli dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor 512/158/11/2011 tertanggal 18 Maret 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah
bergaul layaknya suami-istri, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan

orangtua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang
bernama Rasyid Muhammad Tsagieb, laki-laki, lahir 5-6-2011 dan Ragqib
Muhammad Syafiq, laki-laki, lahir 2-11-2014;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun
dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit
diatasi sejak awal tahun 2012;

5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut
karena;

a. Tergugat kurang memberikan biaya ruah tangga kepada Penggugat;

b. Orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga
Penggugat dan Tergugat;

c. Tergugat selalu menolak apabila Penggugat mengajak Tergugat hidup

mandiri;

6. Bahwa akibatnya sejak awal September 2015 hingga saat ini antara
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat
mengantarkan pulang Penggugat ke rumah orangtua Penggugat dikarenakan
Tergugat ingin bekerja di Batam karenanya Penggugat tinggal dengan

orangtua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

7. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi
pada akhir September 2015 dikarenakan Tergugat bersama orangtua dan
keluarga Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat dan pada saat itu
juga Tergugat menjatuhkan talak dihadapan keluarga Penggugat dan keluarga
Tergugat, karenanya Penggugat tinggal dengan orangtua Penggugat pada
alamat Pengggugat di atas dan Tergugat tetap tinggal pada alamat Tergugat di
atas;
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8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara
bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan

telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

9.Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah
tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka

Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam cg. Majelis Hakim Yang Mulia
untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan
mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai

berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tri Haryanto bin Sugino)

terhadap Penggugat (Nurhadijah binti Legino).
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim melalui Jurusita
Pengadilan Agama Lubukpakam telah memanggil Penggugat dan Tergugat
secara resmi dan patut agar hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang

ditentukan;

Pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan Penggugat hadir in
person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula
menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata
ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh

undang-undang;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan
Tergugat dengan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan
Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan

perceraian;

Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh sebab itu proses mediasi tidak

dapat dilaksanakan;
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Setelah dibacakan surat gugatan Penggugat maka Penggugat mencabut

sebagian isi surat gugatan sebagai berikut:
- Posita angka 10 (sepuluh), 11 (sebelas) dan 12 (dua belas);
- Petitum pada angka 3 (tiga) dan 4 (empat).
- Mengubah petitum angka 5 (lima) menjadi angka 3 tiga);

Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya adanya perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai alasan untuk mengajukan
perceraian terhadap Tergugat; Oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis
membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan
akta mengenai perkawinan dan sekurang-kurangnya dua orang saksi dari
keluarga atau orang terdekat dengan Penggugat atau Tergugat mengenai alasan

perceraian;

Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti
tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 512/158/11/2011 tanggal 18
Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Labuhandeli, Kabupaten Deliserdang yang telah diberi meterai cukup, telah
diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim
ternyata cocok, Hakim Ketua Majelis memberi tanda P. serta menandatanganinya
pada sudut kanan atas.

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang
saksi sebagai berikut:

1. Ramini binti Sugio, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat
tinggal di Jalan Makmur, Pasar VII, Desa Tembung, Kecamatan Percut
Seituan, Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Penggugat dan
Tergugat karena Penggugat adalah kemanakan saksi, dibawah sumpahnya

menerangkan sebagai berikut:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

L- Penggugat menikah dengan Tergugat, tahun 2011 di rumah orangtua
Penggugat;

C- Setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama

orangtua Tergugat di Binjai;
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=2- Sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi
pertengkaran;

0- Pertengkaran terjadi di rumah tempat kediaman Penggugat dengan
Tergugat;

H- Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat

berdasarkan pengaduan Penggugat;

A= Sejak September 2015 Penggugat dengan Tergugat telah pisah
tempat tinggal;
o- Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat

dengan alasan Tergugat hendak bekerja ke Batam, namun akhir September
2015, Tergugat datang bersama orangtua Tergugat membawa pakaian
Penggugat lalu mengatakan kepada orangtua Penggugat, saksi dan di
hadapan Penggugat: “Anak ibu saya pulangkan kepada ibu”;

R- Sejak Tergugat mengantarkan berpisah tempat tinggal, Penggugat
dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;

x- Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan;

A- Saksi mengetahui Tergugat memulangkan Penggugat kepada ibu

Penggugat karena saat itu saksi dipanggil untuk

2. Nurainun binti Sugio, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah
tangga, tempat tinggal di Jalan Pusaka, Pasar Xlll, Dusun XIX, Desa
Tembung, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, menyatakan
kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung

Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

E- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
I- Penggugat menikah dengan Tergugat, tahun 2011 di rumah saksi;
S- Setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama

orangtua Tergugat di Binjai;

- Sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi
pertengkaran;
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L- Pertengkaran terjadi di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat;

C- Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat
berdasarkan pengaduan Penggugat;

=2- Sejak September 2015 Penggugat dengan Tergugat telah pisah
tempat tinggal;
0- Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat

dengan alasan Tergugat hendak bekerja ke Batam, namun akhir September
2015, Tergugat datang bersama orangtua Tergugat membawa pakaian
Penggugat lalu mengatakan kepada saksi di hadapan Penggugat: “Anak ibu
saya pulangkan kepada ibu”;

H- Sejak Tergugat mengantarkan berpisah tempat tinggal, Penggugat

dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
A= Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di
persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis
memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan
Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar

kesimpulannya;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnya telah
dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah
memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana
ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;
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Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan
Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di
persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya
yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan
alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat
berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubukpakam, dan pokok
perkara adalah perkara perceraian, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1)
dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan
Lubukpakam berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah
menasehati agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan
keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah
memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa setelah dibacakan gugatan, Penggugat mencabut
sebagian posita dan petitum surat gugatan yang diajukan Penggugat,
pencabutan tersebut sebelum tahap jawab menjawab dan tidak mengubah pokok
gugatan, maka berdasarkan pasar 271 Rv, perubahan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini
adalah Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan
antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus dan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pokok perkara sebagaimana disebutkan
di atas, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk

membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat
adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua
orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun
1989 Tentang Peradilan Agama;
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Menimbang bahwa sebelum memeriksa tentang cerai gugat yang
diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu tentang
hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai probationis causa
sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis
Hakim berpendapat akta nikah diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten
Deliserdang yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri
yang sah, telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta
disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Majelis Hakim
berpendapat alat bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat
bukti tertulis;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis
berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Penggugat dan Tergugat yang
telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana telah
dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah
mampu membuktikan dalil gugatannya tentang adanya hubungan suami isteri
yang sah. oleh karena itu Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam
perkara ini (standi in yudicio) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan
gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi
masing- masing bernama Ramini binti Sugio dan Nurainun binti Sugio ;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat (Ramini binti Sugio) di
persidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah
terjadi pertengkaran sejak tahun 2012 lalu, saksi mengetahui pertengkaran
berdasarkan pengaduan Penggugat, pertengkaran terjadi di rumah kediaman
Penggugat dengan Tergugat. Sejak September 2015 Penggugat dengan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat mengantarkan
Penggugat ke rumah orangtua Penggugat dengan mengatakan Tergugat
memulangkan Penggugat kepada orangtua Penggugat. Sejak Tergugat
mengembalikan Penggugat kepada orangtua Penggugat, antara Penggugat dan
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Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi. Penggugat dengan Tergugat belum
diupayakan damai oleh keluarga namun gagal;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat (Nurainun binti Sugio) di
persidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah
terjadi pertengkaran sejak tahun 2012 lalu, saksi mengetahui pertengkaran
berdasarkan pengaduan Penggugat, pertengkaran terjadi di rumah kediaman
Penggugat dengan Tergugat. Sejak September 2015 Penggugat dengan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat mengantarkan
Penggugat ke rumah orangtua Penggugat dengan mengatakan Tergugat
memulangkan Penggugat kepada saksi. Sejak Tergugat mengembalikan
Penggugat kepada orangtua Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak
pernah hidup bersama lagi. Penggugat dengan Tergugat belum diupayakan
damai oleh keluarga namun gagal;

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama Ramini binti Sugio
adalah awak Penggugat, saksi Penggugat yang bernama Nurainun binti Sugio
adalah ibu kandung Penggugat; kedua orang saksi mengenal Penggugat dan
Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah menerangkan
dibawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat
berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., alat bukti saksi Penggugat tersebut telah
memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih
lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat, mengenai
pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2012 lalu, sakalipun
berdasarkan pengaduan namun kedua saksi mengetahui langsung bahwa
Tergugat telah memulangkan Penggugat kepada orangtua Penggugat. Sejak
Tergugat memulangkan Penggugat kepada orangtua Penggugat, keduanya tdak
lagi hidup bersama hingga sekarang. Keterangan tersebut ternyata saling
bersesuaian satu dengan lainnya serta didasari atas pengetahuan langsung
kedua saksi, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 308 ayat
(1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah
memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan
Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka
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Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah

mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat
formil dan materil alat bukti saksi, keterangan kedua orang saksi telah sesuai
dengan dalil gugatan Penggugat; oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat
Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepang adanya

pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi
Hukum Islam harus memenuhi tiga unsur adanya perselisihan dan pertengkaran,
perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus serta tidak ada lagi

harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Penggugat (Ramini binti
Sugio) dan saksi kedua Penggugat (Nurainun binti Sugio) mengenai
pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sekalipun berdasarkan pengaduan
Penggugat tetapi keduan saksi mengetahui langsung Tergugat memulangkan
Penggugat kepada orangtua Penggugat, menurut Majelis Hakim menunjukkan
adanya "perselisihan dan pertengkaran” antara Penggugat dengan Tergugat;
Keterangan kedua saksi mengenai adanya pertengkaran Penggugat dengan
Tergugat dan telah pisah rumah sejak September 2015 hingga sekarang serta
tidak lagi pernah hidup bersama, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya
"perselisihnan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan
Tergugat”. Keterangan kedua saksi mengenai Penggugat dan Tergugat yang
telah berpisah rumah sejak sejak September 2015 lalu, sejak berpisah tempat
tinggal tidak pernah lagi hidup bersama, Tergugat dan keluarga Tergugat
memulangkan Penggugat kepada orangtua Penggugat, menurut Majelis Hakim
menunjukkan antara Penggugat dengan "tidak ada lagi harapan untuk rukun
dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat telah pula sesuai dengan
alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo.

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;
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Menimbang berdasarkan doktrin ulama sebagaimana tersebut dalam
Kitab Al Igna’, Jilid Il yang berbunyi:
eldYl asl aalb o Wl ade sl lezgi) a2l s, pas suil blg
w Sz
Artinya : Bila kebencian isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim
dapat menjatuhkan talak satu ba-in. (Kitab Al Igna’ jilid Il, hal. 133).
Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat

perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap di persidangan tidak hadir

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di
atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 150 R.Bg.
gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P. ternyata tidak terdapat
catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perceraian, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu;

Menimbang bahwa talak yang dijatuhkan masih talak satu dan
berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan
Agama adalah talak bain sughra, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat
mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra
dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan disebutkan dalam amar

putusan ini;

Menimbang bahwa adanya kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan
putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu
memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi
tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan
Tergugat dilangsungkan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang

disediakan untuk itu;
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Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata
Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten
Deliserdang, Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai
dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan
Labuhandeli, Kabupaten Deliserdang, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat
perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam mengirimkan
salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, Pegawai
Pencatat Nikah Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai dan Pegawai Pencatat
Nikah Kecamatan Labuhandeli, Kabupaten Deliserdang untuk diadakan
pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49
huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk
bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor
7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat,

1. Pasal 49 huruf a, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

2. Pasal 76, 82, 84 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
Tentang Peradilan Agama;

3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan;
4. Pasal 19 huruf f, dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

5. Pasal 7 ayat ('1), 98 ayat (1), 116 huruf f, Pasal 119 ayat (2) huruf ¢c dan 149
huruf (d) Kompilasi Hukum Islam,

6. Pasal 150, 171, 175, 283, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;
7. Pasal 271 Ry,

8. Dalil syar’i dan segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Taufig Kodrat bin Mhd.Zamil)

terhadap Penggugat (Maria Zulmak alias Maria Maknolia binti Junaidi).

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam untuk mengirimkan
salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, Pegawai
Pencatat Nikah Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai dan Pegawai Pencatat
Nikah Kecamatan Labuhandeli, Kabupaten Deliserdang, untuk diadakan

pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul
dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp, 436.000,- (Empat ratus
tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubukpakam dalam sidang
musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 Miladiyah
bertepatan dengan 13 Jumadilakhir 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ahmad
Raini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Emmahni, S.H.,M.H., dan Dra. Nikmah,
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H.,
sebagai Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Anggota itu juga, dibantu oleh Jasmin,
S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.
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Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Emmahni, S.H.,M.H. Dra. Nikmah

Panitera Pengganti,

Jasmin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:
1. Biaya Pendaftaran .... Rp. 30.000,-

2. BiayaATK ..ccoovvenen. Rp. 50.000,-
3. Panggilan .................. Rp. 345.000,-
4. Hak Redaksi ............. Rp. 5.000,-
5. Meterai .......coeveveeeee... Rp.  6.000.-

Jumlah.............. Rp. 436.000,-

(Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
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